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ْأَر ْقا ِْمْسِاب َْكَِّبر يِذَّلا قَلَخ* َْقَلَخ َْناَسْن ِْلْا ْْنِم  ْقَلَع * ْأَر ْقا َْكَُّبرَو  ْمَرْكَْلْا * يِذَّلا
 َْمَّلَع ِْمَلَقْلِاب * َْمَّلَع َْناَسْن ِْلْا اَم َْْل ْْمَلْع َي 
 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
paling Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara Kalam. Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 
 (QS. Al-Alaq: 1-5) 
 
“Pelajarilah Ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah khasyah, 
Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah Tasbih, mencarinya adalah 
Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah Shadaqah, 
menyerahkan kepada ahlinya adalah Taqarrub. Ilmu adalah teman dekat dalam 
kesendirian dan sahabat dalam kesunyian”. (Muadz bin Jabal ra) 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan”. (Khalifah Ali bin Abi Talib) 
“Bahaya kepandaian adalah berbuat sekehendak hati. Bahaya keberanian adalah 
melampaui batas. Bahaya toleransi adalah menyebut-nyebut kebaikannya. Bahaya 
kecantikan adalah sombong. Bahaya ucapan adalah dusta. Bahaya ilmu adalah 
lupa. Bahaya pemurah adalah berlebih-lebihan”. (Tengku Abdul Wahab) 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkah pun”. (Ir. Soekarno) 
“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan 
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Subhanahuwata’ala atas segala nikmat iman, Islam, serta rahmat, taufik dan 
hidayah-Nya. Kemudian penulis juga menghaturkan Shalawat beriring salam 
untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah Shallallahu‘alaihiwasallam beserta 
keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam 
yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh umat islam di penjuru dunia. 
Dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP PEKERJA MUSIMAN DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX 
(PERSERO) P.G MOJO KABUPATEN SRAGEN”. 
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Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian antara pekerja / buruh 
dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau 
untuk pekerja tertentu. Adanya perjanjian kerja sangat diperlukan karena 
didalamnya memuat hak dan kewajiban bagi para pihak. Selain itu perjanjian 
kerja juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dan juga dasar 
apabila ada pihak yang melakukan kesalahan yang menimbulkan wanprestasi 
perbuatan melawan hukum bagi salah satu pihak. Namun terkadang surat 
perjanjian kerja tidak begitu diperhatikan bagi salah satu pihak dalam melakukan 
hubungan kerja.  Bedasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Undang-undang Nomor 13 
tahun 2003 tantang ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam 
perjanjian kerja. 
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Fixed-Term Duration Employment Contract is an agreement between an 
employee and employer to establish employment relationship in a certain time or 
for certain worker. The existence of employment contract is indispensable because 
there written the rights and the obligation for all parties. Furthermore, 
employment contract is also as the form of legal protection for all parties and 
basis if any party breaches the contract, act against the law. But sometimes 
employment contract letter is ignored by one of the parties in employment 
relationship. Based on Regulations of The Minister of Manpower and 
Transmigration No: Kep.100/MEN/VI/2004 on Provisions for The 
Implementation of Fixed-Term Duration Employment Contract, Regulations of 
The Minister of Manpower and Transmigration No. 19 of 2012 on The Terms of 
Partial Delegation of Employment Implementation to The Other Company, Act 
No. 13 of 2003 on Employment, Code of Civil Law contains the rights and 
obligations for all parties who bound themselves to the Employment Contract. 
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